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A. PENDAHULUAN 

 
Gambar   1.1 Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

(sumber:(menpan.go.id,2023) 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan -2,71% di tahun 

2020 sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini disebabkan 

seluruh dunia mengalami kondisi pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). Strategi Pemerintah Republik Indonesia melalui 

pemerinth daerah memulihkan kondisi ekonomi di tahun 2020 yaitu secara 

konsisten membangun kerja sama dengan komponen bangsa. Pemerintah 

Daerah memiliki peran sangat penting pada pemulihan ekonomi Indonesia 

terutama setelah Pandemi Covid-19, mendorong percepatan perbaikan 

ekonomi dan efektivitas pemulihan. Pemerintah daerah harus mengetahui 

kondisi ekonomi, kondisi demografi dan kondisi sosial masyarakatnya saat 

Pandemi Covid 19 serta menetapkan suatu tolak ukur dalam kegiatan 

pemulihan perekonomian melalui perencanaan APBD. 

Alokasi dana APBN bertujuan untuk menggerakkan ekonomi di daerah 

agar  kesejahteraan masyarakat segera tercapai. Pemerintah menetapkan 

kebijakan APBN  agar terjadi peningkatan konsumsi dalam negeri, aktivitas 

dunia usaha, dan ekspansi moneter. Ada 3 (tiga) berperan dalam menentukan 
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kebijakan antar pemegang kebijakan fiskal, kebijakan moneter serta institusi 

terkait. 

 

 

B. KONDISI MASYARAKAT INDONESIA 

 
Gambar 1.2 Pemeriksaan Rapid test 

(Sumber: (kompas.com, 2022) 

Peran penting dalam pemulihan ekonomi suatu negara adalah masyarakat 

dan pelaku usaha. Kewajiban pemerintah adalah memberi kemudahan 

menjalankan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Jika kedua 

kebijakan dijalankan secara baik oleh masyarakat dan pelaku usaha maka 

perekonomian dapat bergerak sesuai rancangan. Kondisi masyarakat 

Indonesia terbagi atas 3(tiga) bagian, antara lain:  

1. Sebelum Covid 19 

Nilai tingkat perekonomian negara dengan mengukur pertumbuhan 

ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mengalami kenakan 

sebesar 5,02% di tahun 2019. Nilai ini lebih rendah dari target pemerintah. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti  perang dagang antara 

2(dua) negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok, keluarnya 

Inggris dari Uni Eropa dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang rendah ini terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan 

terutama pada penyediaan lapangan kerja bidang jasa mencapai 10,55%, 
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A. PENDAHULUAN 

Pemberdayaan (empowerment) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai 

bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan 

masyarakat. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara tepat 

memerlukan Upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang 

melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan 

dipergunakan, mungkin dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu 

dengan yang lain.  

Konsep empowerment yang berawal dari Eropa mulai nampak pada 

dekade 70-an dan berkembang sepanjang tahun 80-an sampai 90-an. Konsep 

ini dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran paruh kedua 

abad 20 yang banyak dikenal sebagai aliran Posmodernisme dengan titik berat 

sikap dan orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan selanjutnya 

melahirkan konsep civil society atau masyarakat sipil 

Keterlibatan partisipasi masyarakat ini sebagai paradigma baru dalam 

pembangunan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, 

namun sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air dengan 

menjaga dan melestarikan sumber daya air beserta infrastrukturnya. 

Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang 

untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang 

untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara 

yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan 

otoritas mereka. 

Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris empowerment,  

berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang 

artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti 

memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami 

sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumberdaya 

manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalian kemampuan 

pribadi, kreatifitas , kompetensi,dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik 

dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan 

merupakan hal yang wajib untk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi 

dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat 
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mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti 

perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan Masyarakat 

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai 

pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat 

dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, 

penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklan yang memungkinkan 

potenai masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan 

struktur yang menghambat. 

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimilki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayan harus mampu menumbuhkan-kembangkan 

segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang 

menunjang kemandirian masyarakat tersebut. 

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompokkelompok 

lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak imbang atau tidak sehat antara yang kuat dan 

lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat 

terhadapa kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada 

penghapusan segala jenis diskriminasi dan mendominasi yang tidak 

menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjaduh 

dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan, memelihara kondusi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkin kan setiap orang mamporoleh 

kesempatan berusaha. 
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A. PENDAHULUAN   

Pemberdayaan atau empowerment merupakan bagian konsep 

pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan 

people centered, participatory, empowering, and sustainable  (Chambers 

(1995 dalam Musa, 2017). Pemberdayaan yakni upaya membangun daya 

masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi diri yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya ke arah yang positif. Dalam terminologi pembangunan, 

secara praktis diartikan sebagai upaya untuk melibatkan, dan memberikan 

tanggungjawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan 

pembangunan bagi kepentingan kesejahteraan (Musa, 2017).   

Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia, sedangkan 

faktor di luar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang 

munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk 

memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk 

mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, sebagai 

upaya memampukan dan memandirikan masyarakat (Musa (2017) 

Mufidah, & Septiani (2020) Upaya pemberdayaan masyarakat ini 

melibatkan segenap komponen masyarakat sendiri, selain itu pimpinan yang 

mampu menjadi leadear juga penting. Pemberdayaan masyarakat ini sangat 

penting karena masyarakat sebagai pelaku utama harus mengerti akan 

potensinya dan perlu inovasi untuk menjalankan kegiatan sesuai  potensi. 

Inovasi ini akan menjadi pendorong dalam kegiatan serta solusi 

pemberdayaan masyarakat.  

Tujuan pemberdayaan adalah: (1) peningkatan penerimaan masyarakat 

dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menurun;  (2) 

peningkatan kegiatan sosial ekonomi di pedesaan; (3) peningkatan 

kemampuan masyarakat dalam kelembagaan.    Effendi  & Sugandini (2013: 

67)  bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan/ 

kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator 

pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar 
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itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan 

transportasi. 

Pada dasarnya pemberdayaan ini bertujuan meningkatkan daya atau 

kompetensi masyarakat agar dapat mandiri dalam menghadapi dan mencari 

solusi dari permasalahan yang dihadapi. Namun hal ini dapat terwujud jika 

pemerintah menajalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah sebagai 

pelayanan, pengatur, pembimbing, pembina  bagi masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraannya.    

 

 

B. DEFINISI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Yunus et al (2017: 1) menyatakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata 

“daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, yang dalam bahasa Inggris 

lebih dikenal dengan “Power”. Selanjutnya dikatakan pemberdayaan atau 

empowerment, karena memiliki makna perencanaan, proses dan upaya 

penguatan atau memampukan yang lemah.   

Menurut Therisia et. al (2014: 93) bahwa pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat 

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dengan kata lain 

membersayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.    

Chambers (1995) dalam Soleh (2014: 133) menjelaskan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial sekaligus. Konsep ini mencerminkan 

adanya paradigma baru dari pembangunan yang bersifat ” people-centerd, 

participatory, empowering and sustainable. Cakupan konsep ini jauh lebih 

luas dari sekedar  pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) atau sekedar 

sebagai mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan labih lanjut (savety-

net) atau sekedar sebagai mekanisme untuk mencegah tetapi dalam jangka 

panjang diharapkan mampu meningkatkan  pertumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan. 

Gunawan Sumodiningrat, dalam Musa (2017)  bahwa arah pemberdayaan 

masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu : Pertama, 

melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Kedua, mempererat 

posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui 
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A. PENGANTAR  

Dimensi utama adminstrasi publik yang demokratis dapat dilihat dari 

kegiatan-kegiatan administrasi publik yang melibatkan partisipasi publik 

sehingga terdapat aktifitas administrasi publik yang mengacu pada adanya 

keterlibatan publik seperti aktifitas pelaksanaan program pembangunan 

dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program 

pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa  adanya partisipasi masyarakat. 

Pemerintah seringkali mengarahkan bahwa program pembangunan yang 

dilakukan sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Namun saat ini makna 

partisipasi banyak diartikan dengan swadaya masyarakat yang diberikan 

dalam kegiatan pembangunan.    

Konsep partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dengan mudah dengan 

pendekatan kepentingan masyarakat terhadap suatu program pembangunan. 

Semakin bersar kepentingan masyarakat terhadap suatu program 

pembangunan maka secara otomatis pula meningkatkan partisipasi 

masyarakat secara maksimal dan tinggi pada program pembagunan yang 

dilaksanakan. Pelaksanaan program pembangunan akan mengalami hambatan 

jika partisipasi masyarakat tidak ada.  Salah satu upaya dalam menggerakan 

partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan ruang bagi organisasi 

masyarakat (Ormas) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk 

turut serta dalam pelaksanaan pembangunan dengan melakukan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan untuk melihat potensi 

di dalam masyarakat. Pemberdayaan dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan motif yang berbeda. Dalam proses pemberdayaan yang sering menjadi 

objek pemberdayaan adalah masyarakat pedesaan. Pasalnya masyarakat desa 

cenderung dianggap sekelompok orang yang masih tradisional, primitif, 

pendidikan rendah, dan minim kesejahteraan. Kemudian masyarakat desa 

masih mengandalkan alam untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari. 

Pemberdayaan di tingkat desa merupakan proses dan aktifitas menuju sebuah 

kemandirian masyarakat desa, yang di dalamnya terdapat unsur-unsur, atau 

komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan yang 



Dr. Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si | 57 

menghasilkan swakarsa, swakarya, dan swadaya masyarakat desa. (Taufik 

Nurohman, (2018 : 82) 

Salah satu organisasi  yang menjadi mitra pemerintah dalam 

melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk pertama 

kalinya dikenal melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaaan Lingkungan Hidup dan bergerak 

dalam ha-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian dalam 

perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki ruang 

lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada persoalan lingkungan 

hidup saja tentunya.  

Negara Indonesia saat ini memiliki LSM yang banyak sekali. LSM 

tersebut terdiri dari beberapa organisasi yaitu organisasi dari masyarakat 

(Ormas), oleh masyarakat dan untuk masyarakat. LSM populer pada tahun 

1970 ketika sedang terjadi krisis di Indonesia,  konflik politik, pelarian politik, 

kekerasan oleh negara, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan lain 

sebagainya. Dasar berdirinya LSM di Indonesia yaitu membentuk suatu 

organisasi, perkumpulan atau apapun namanya merupakan suatu perwujudan 

Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

menyatakan : “Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak 

mendirikan Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau 

organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 

penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan 

dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan”. 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan 

oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dari kegiatannya. Organisasi non pemerintah ini bercirikan 

organisasi bukan bagian dari pemerintah. (Gossary HAM dalam Whidia Arum 

Wibawana, 2023). 

Setiap tahunnya yaitu tanggal 27 Februari adalah peringatan Hari 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sedunia yang didedikasikan untuk 

menunjukkan adanya suatu sikap terhadap LSM mengakui, merayakan, dan 
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A. PENDAHULUAN 

Masyarakat Mandiri adalah konsep yang mendasari perkembangan dan 

kemajuan suatu masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Konsep ini 

menekankan pada kemandirian individu dan kelompok dalam memenuhi 

kebutuhan, mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, 

serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pada 

dasarnya, Masyarakat Mandiri berangkat dari prinsip bahwa individu 

memiliki potensi dan kemampuan untuk mengelola kehidupan mereka sendiri 

secara mandiri. Ini melibatkan penguatan individu dalam hal pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk mengatasi 

tantangan, mengambil inisiatif, dan mencapai kesejahteraan pribadi. Dalam 

konteks Masyarakat Mandiri, individu didorong untuk mengembangkan 

keterampilan kehidupan sehari-hari seperti pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan, manajemen waktu, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi. 

Masyarakat Mandiri juga mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dalam 

kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Penting untuk mencatat bahwa 

Masyarakat Mandiri bukan berarti setiap individu harus bertindak secara 

terpisah atau individualistis. Sebaliknya, konsep ini menghargai pentingnya 

kerjasama, solidaritas, dan saling ketergantungan dalam mencapai 

kemandirian dan kemajuan bersama. 

Masyarakat Mandiri memiliki dampak yang signifikan dalam 

pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dan 

pemberdayaan sosial. Ketika individu dan kelompok masyarakat menjadi 

lebih mandiri, mereka dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial, 

membangun usaha dan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, serta 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan 

Masyarakat Mandiri, pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu secara 

bersama-sama bekerja untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan 

mendorong kemandirian. Ini termasuk memberikan akses terhadap 

pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya dan 

layanan, serta menciptakan kebijakan yang memfasilitasi partisipasi dan 

kemandirian masyarakat. Dalam kesimpulannya, Masyarakat Mandiri 

merupakan konsep yang menggambarkan upaya untuk mendorong 

kemandirian individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan, mengambil 

tanggung jawab, dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan sosial 
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dan ekonomi. Dengan masyarakat yang lebih mandiri, kita dapat menciptakan 

kondisi yang memungkinkan individu dan masyarakat secara keseluruhan 

untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan. 

 

 

B. PENGERTIAN MASYARAKAT MANDIRI 

Berikut adalah beberapa definisi atau pemahaman tentang konsep 

Masyarakat Mandiri menurut beberapa ahli: 

1. S.N. Eisenstadt (1996): Menurut Eisenstadt, Masyarakat Mandiri merujuk 

pada kemampuan dan kapasitas suatu masyarakat untuk mengatur dirinya 

sendiri, mengelola sumber daya, dan mengembangkan institusi sosial dan 

politik yang memungkinkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Paul Collier dan Anthony J. Venables (2010): Masyarakat Mandiri adalah 

masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber 

daya alam dan manusia secara efektif, mengembangkan usaha dan industri 

lokal, serta membangun ekonomi yang berkelanjutan tanpa 

ketergantungan yang berlebihan pada bantuan atau sumber daya luar. 

3. Robert Chambers (1997): Chambers mendefinisikan Masyarakat Mandiri 

sebagai masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mengendalikan 

kehidupan mereka sendiri, mempengaruhi perkembangan mereka, dan 

bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. 

Masyarakat Mandiri juga berarti memiliki akses terhadap informasi, 

pengetahuan, dan sumber daya yang mereka perlukan untuk mengelola 

kehidupan mereka dengan baik. 

4. Gerald Midgley (2000): Menurut Midgley, Masyarakat Mandiri 

melibatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

mengatasi tantangan yang dihadapi, beradaptasi dengan perubahan, dan 

mempengaruhi proses pembangunan melalui partisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. 

5. World Bank (2005): World Bank mendefinisikan Masyarakat Mandiri 

sebagai masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan, layanan 

dasar, kesempatan ekonomi, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan dan proses pembangunan di tingkat lokal. 
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A. ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMEMT (ABCD) 

Asset-Based Community Development (ABCD) adalah pendekatan dalam 

pengembangan masyarakat(Efendi et al., 2021). Konsep pemberdayaan 

masyarakat ini, dilakukan berdasarkan asset yang dimiliki oleh masyarakat. 

Aset yang dimaksud adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat ini dapat digunakan sebagai salah satu landasan 

dalam penyusunan program pemberdayaan. Potensi yang digunakan berupa 

potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di 

lingkungan dimana pemberdayaan masyarakat dilakukan. Potensi yang 

dimiliki merupakan kekuatan dalam pengembangan masyarakat. Pendekatan 

ini berfokus pada kapasitas, intervensi dan penyertaan pendekatan lain selain 

metode tradisional dalam identifikasi sehingga lebih inovatif dan lebih efisien 

untuk masyarakat. Potensi yang dimiliki suatu wilayah bukan berarti selalu 

bersifat signifikan namun bukan berarti tidak dapat dioptimalkan.  

Pendekatan ini mengajarkan pada masyarakat bahwa kesejahteraan suatu 

daerah bukan bergantung pada pihak luar namun dikembangkan dari potensi 

yang dimiliki dan dikembangkan oleh anggota masyarakat itu sendiri(Al-

Kautsari, 2019). Tahapan yang dilakukan dalam implementasi ABCD terdapat 

lima langkah yaitu discovery, dream, design, define, dan destiny(Al-Kautsari, 

2019; Kamelia & Pawhestri, 2021; Maulana, 2019). 

1. Discovery (menemukan) : menemukan potensi yang terdapat di wilayah 

sasaran pemberdayaan masyarakat 

2. Dream (impian): mengetahui harapan dan Impian yang diinginkan oleh 

setiap individu atau masyarakat yang akan didampingi.  

3. Design (merancang) : merancang kegiatan untuk mewujudkan mimpi 

tersebut. 

4. Define (menentukan) : memetakan aset individu 

5. Destiny (melakukan) : memanfaatkan aset yang dimiliki oleh masyarakat 

Contoh pemberdayaan masyarakat yang menggunakan metode ABCD 

diantaranya adalah kegiatan yang dilakukan di desa Ledok Sambi, 

Kaliurang(Maulana, 2019). Pengembangan desa wisata ini meliputi beberapa 

asset diantaranya adalah aset manusia, aset alam, aset spiritual, aset sosial, 

aset fisik, aset tradisi-budaya dan aset ekonomi. Contoh lain adalah 

pemberdayaan petani karet yang dilakukan di Desa Adi Mulyo, Kabupaten 

Mesuji (Kamelia & Pawhestri, 2021). Aset yang dimiliki desa ini adalah aset 
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masyarakat, aset fisik dan aset sosial. (Yuwana, 2022) juga menggunakan 

pendekatan ABCD untuk meningkatkan kualitas SDM di Desa Pecalongan 

Sukosari, Bondowoso. Di desa ini terdapat lima aset, dan perlu melakukan 

pendampingan untuk pengelolaan aset yang dimiliki sebagai upaya 

peningkatan aset individu dan kelembagaan untuk menjadi tambahan potensi 

memajukan desa.  (Fitrianto et al., 2020) menggunakan metode ini untuk 

meningkatkan daya saing toko kelontong untuk mempertahankan 

eksistensinya di tengah persaingan ketat.  

 

 

B. ENVIRONMENTAL SCANNING (ES) 

Environmental scanning (ES) atau pemindaian lingkungan merupakan 

kegiatan pemantauan, evaluasi dan penyebaran informasi dari internal dan 

eksternal organisasi kepada tokoh kunci organisasi. Kegiatan ini terdiri dari 

pemindaian societal environment dan task environment. Societal environment 

adalah lingkungan yang tidak akan memberi pengaruh pada komunitas, 

sementara task environment adalah lingkungan yang dipengaruhi dan 

mempengaruhi komunitas. Environmental scanning (ES) dilakukan dengan 

tujuan memahami lebih baik kondisi sosial, budayam ekonomi, dan 

lingkungan dimana masyarakat itu berada, sehingga dapat digunakan untuk 

merencanakan strategi pemberdayaan yang lebih efektif.  

Pemberdayaan masyarakat dengan metode ini dilakukan dalam 

konservasi tanaman obat untuk menunjang dalam penyediaan bahan baku 

produksi jamu tradisional di Desa Gogik (Parmin et al., 2022) Environmental 

scanning merupakan bagian integral dalam pemberdayaan masyrakat dengan 

membangun kemandirian dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki.  

Environmental scanning merupakan salah satu metode sistemik yang 

dikembangakn untuk mendapatkan informasi tentang area spesifik dimana 

permasalahan terjadi dan lingkungan secara umum. Fokus area es diantaranya 

adalah factor ekonomi, teknologi, budaya, politik, ekologi, dan sosial budaya. 

Metode ini menjadi salah satu tahapan yang dilakukan pada pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak untuk menekan kasus perdagangan 

Perempuan yang dilakukan (Komunikasi Kementerian et al., 2013). 

Environmetal scanning juga merupakan bagian dari manajemen strategi yang 

dapat digunakan untuk pemberdayaan masyrakat dengan mendefinisikan 



Tini Adiatma, M.Sc. | 101 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Afandi, A. (2020). Participatory Action Research (PAR) Metodologi 

Alternatif Riset dan Pengabdian Masyarakat Transformatif. 

https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2020/02/Materi-

PAR-P.-Agus.pdf 

Al-Kautsari, M. M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY 

DEVELOPMENT : STRATEGI PENGEMBANGAN 

MASYARAKAT. Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 

4(2), 259–278. https://doi.org/10.24235/EMPOWER.V4I2.4572 

Andriyani, I., Wahyuningsih, S., Hoesain, M., & Alfarisy, F. K. (2021). 

Pemberdayaan Masyarakat Hulu Melalui Konservasi Sumber Daya 

Alam sebagai Antisipasi Bencana Kekeringan dan Banjir Sepanjang 

Tahun di Kabupaten Jember. Jurnal Abdidas, 2(3), 538–544. 

https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i3.314 

Ardiana, A., Afandi, A. T., Rohmawati, N., & Masahida, A. D. (2021). Focus 

Group Discussion Dalam Peningkatan Pengetahuan Kader Untuk 

Melakukan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pencegahan 

Stunting Sejak Dini. Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) 

Royal, 4(3), 225–230. https://doi.org/10.33330/jurdimas.v4i3.973 

Arifiyanti, N., Kurniyanto, I. R., & Destiarni, R. P. (2023). PERAN 

PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN FASILITAS 

PERTANIAN DI KABUPATEN BANGKALAN. Agriscience, 3(3). 

https://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience 

Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis 

Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. 

JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 8(1), 30–

47. https://doi.org/10.21831/jppm.v8i1.34144 

Muhsin, A., Nafisah, L., & Siswanti, Y. (2018). Participatory Rural Appraisal 

for Corporate Social Responsibility. Deepublish. 

Darmawan, D., Alamsyah, P., Jurusan, I. R., Nonformal, P., Keguruan, F., 

Pendidikan, I., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Artikel, I. (2020). 

Participatory Learning and Action untuk Menumbuhkan Quality of Life 

pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang. Journal of 



102 | Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat 

Nonformal Education and Community Empowerment, 4(2), 160–169. 

https://doi.org/10.15294/pls.v4i2.41400 

Fitrianto, A. R., Amaliyah, E. R., Safitri, S., Setyawan, D., & Arinda, M. K. 

(2020). Pendampingan dan Sosialisasi pada Usaha Toko Kelontong 

dengan Metode ABCD (Asset Based Community Development) Sebagai 

Upaya Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Literasi Usaha Toko 

Kelontong. Jurnal Abdidas, 1(6), 579–591. 

https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.120 

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2019). MODEL PARTICIPATION ACTION 

RESEARCH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 

AKSARA, 6(1). http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/AKSARA/index 

Hajar, S., Tanjung, I. S., Tanjung, Y., & Zulfahmi. (2018). Pemberdayaan dan 

Partisipasi Masyarakat Pesisir. Lembaga Penelitian dan Penulisan 

Ilmiah AQLI. 

Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, A., Indiyanto, Z., Fauzanafi, M., 

Dyah, F. N., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural 

Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan 

Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. Bakti Budaya, 2(2), 99–112. 

Ikhsan, Z., Hidrayani, H., Winarto, W., Yusniwati, Y., Yunita, R., Sandi, N., 

Wahyuni, S., Nofialdi, N., & Reflinaldon, R. (2021). Focus Group 

Discussion Masalah Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Penanaman Pohon Bambu di Salingka Kampus Universitas Andalas. 

Jurnal Warta Pengabdian Andalas, 28(4), 428–434. 

https://doi.org/10.25077/jwa.28.4.428-434.2021 

Indrawati, D. R., Afri Awang, S., Rahayu Faida, L. W., & Ahmad Maryudi. 

(2016). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Mikro : 

Konsep dan Implementasi. Kawistara, 7(2), 17–2016. 

Indrizal, E. (2017). DISKUSI KELOMPOK TERARAH Focus Group 

Discussion (FGD) (Prinsip-Prinsip dan Langkah Pelaksanaan 

Lapangan). Jurnal Antropologi : Isu Isu Sosial Budaya. 

Istriningsih, Hilmiati, N., & Jamal, E. (2012). PARTICIPATORY 

LEARNING AND ACTION (PLA) APPROACH FOR THE 

ACHIEVEMENT OF A SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT: 

LESSONS LEARNED FROM A PILOT ROLL-OUT (PRO) PROJECT 



Tini Adiatma, M.Sc. | 103 

IN EAST NUSA TENGGARA (NTT) PROVINCE, INDONESIA. 

International Journal of Sustainable Development, 04(10). 

Juniawan, F. P., Marini, M., Sylfania, D. Y., Antonius, F. R., & Gautama, S. 

(2021). Penerapan Metode Participatory Learning and Action (PLA) 

pada Pelatihan Uji Kompetensi Kejuruan. JPKMI (Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat Indonesia), 2(4), 257–265. 

https://doi.org/10.36596/jpkmi.v2i4.215 

Kamelia, M., & Pawhestri, S. W. (2021). PEMBERDAYAAN PETANI 

KARET DESA ADI MULYO DENGAN PENDEKATAN ASSET-

BASED COMMUNITY DEVELOPMENT. JMM (Jurnal Masyarakat 

Mandiri), 5(6), 3288–3300. https://doi.org/10.31764/JMM.V5I6.5757 

Kinasih E A A J, P., Septian, M. S., Erly Yeniska Hermitasari, & Farka Alfa 

Centauri. (2023). Community Empowerment Program by PT Pertamina 

Patra Niaga DPPU Ngurah Rai. Prospect: Jurnal Pemberdayaan 

Masyarakat, 2(2), 84–93. https://doi.org/10.55381/jpm.v2i2.115 

Komunikasi Kementerian, S., Perempuan, P., Perlindungan, D., Untuk, A., 

Kasus, M., Perempuan, P., & Septyana, V. (2013). 73 KAJIAN MEDIA 

DAN BUDAYA POPULER (Vol. 7, Issue 2). 

Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2020). PENERAPAN 

TEKNIK PARTICIPATORY RURAL APPRAISAL (PRA) DALAM 

MENANGANI PERMASALAHAN SAMPAH. Jurnal Pengabdian 

Dan Penelitan Kepada Masyarakat, 1(1). 

https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/30953 

Maulana, M. (2019). ASSET-BASED COMMUNITY DEVELOPMENT : 

Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi 

Kaliurang. EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 4(2), 

259–278. http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/empower 

Nindatu, P. I. (2019). Komunikasi Pembangunan Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Perspektif 

Komunikasi, 3(2). 

Nurul Qomar, M., Dara, L., Karsono, P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., Anjani, 

Y., & Bisnis, F. E. (2022). PENINGKATAN KUALITAS UMKM 

BERBASIS DIGITAL DENGAN METODE PARTICIPATORY 

ACTION RESEARCH (PAR). Communnity Development Journal, 3(1), 

74–81. 



104 | Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat 

Nurwati. (2014). EVALUASI PLA (PARTICIPATORY LEARNING AND 

ACTION) MALARIA. Jurnal MKMI, 193–199. 

Parmin, P., Rusilowati, A., & Rahayu, E. F. (2022). Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Konservasi Tanaman Obat untuk Menunjang 

Penyediaan Bahan Baku Produksi Jamu Tradisional. Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 10–16. 

https://doi.org/10.46843/jmp.v1i1.263 

Sudaryanti, S., Soemarno, Marsoedi, & Bagyo, Y. (2021). Perencanaan 

Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai: Landasan Berfikir 

Ekosistem Akuatik Berkelanjutan. The Indonesian Green Technology 

Journal. https://doi.org/10.21776/ub.igtj.2021.009.01.01 

Prasetyo, A., Nurkholik, & Fauzi, M. (2023). UPAYA PENGEMBANGAN 

POTENSI DESA BAHARI DENGAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT LOKAL. Jurnal Abdimas Ekonomi Terapan, 1(1). 

https://jamet.uniss.ac.id/index.php/home/article/view/2 

Priyantoro, D. E., Roza, A. S., Kesuma, T. A. R. P., Andianto, A., Wahyuni, 

S., Ciciria, D., Zuhad, M. A., Mahya, M. N., Ayyuhda, C., Naim, M. H., 

& Janah, M. (2020). Pemberdayaan masyarakat Pekon Negeri Ratu 

Tenumbang dalam mewujudkan wilayah tanggap bencana. JPPM 

(Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 7(2), 135–146. 

https://doi.org/10.21831/jppm.v7i2.31223 

Ridwan, I., Dollo, A., & Andriyani, A. (2019). Implementasi Pendekatan 

Participatory Rural Appraisal pada Program Pelatihan. Journal of 

Nonformal Education and Community Empowerment, 3(2), 88–94. 

https://doi.org/10.15294/pls.v3i2.34913 

Riwayati, Y. I., Okky Mabruri, M., & Pradana, T. A. (2020). “MANASUKA” 

MASYARAKAT NAMPU MANFAATKAN SUMUR KAPUR 

SEBAGAI EDUKASI PEDULI KELAYAKAN AIR MINUM 

DENGAN ALAT FILTRASI UNTUK HIDUP SEHAT MELALUI 

PEMBERDAYAAN POTENSI DESA TERISOLIR. Jurnal Ilmiah 

Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 6(1). 

https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020 

Saptaria, L., Astuti, R., Habibi, I., Shobirin, R. A., & Setyawan, F. (2021). 

EDUCATIONAL AND TECHNICAL ACCOMPANIMENT OF 

INDUSTRIAL WASTE PROCESSING MANAGEMENT OF BLACK 



Tini Adiatma, M.Sc. | 105 

GRASS JELLY INTO ORGANIC FERTILIZER TO INCREASE 

PRODUCTION CAPABILITIES UD RSA KEDIRI. European Journal 

of Humanities and Educational Advancements (EJHEA), 2(7). 

https://www.scholarzest.com 

Silmi, A. F. (2017). PARTICIPATORY LEARNING AND ACTION (PLA) 

DI DESA TERPENCIL: Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam 

Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah 

Pembangunan, 1(1), 97. https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05 

Supriatna, A. (2014). RELEVANSI METODE PARTICIPATORY RURAL 

APPRAISAL DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG PEMERINTAHAN DESA. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 

1(1), 39–45. www.juliwi.com 

Susanti, E., Monica, D. R., Haryati, D., & Tamza, F. B. (2022). Peningkatan 

kapasitas aparatur desa melalui sosialisasi dan focus group discussion 

(FGD) pengelolaan dana desa yang bersih dari tindak pidana korupsi 

pada aparatur desa di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

Jurnal Sumbangsih, 3(2), 103–106. 

Thomas, S. (2012). What is Participatory Learning and Action (PLA): An 

Introduction. 

Tri Kurniawan Badang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, 

Y. (n.d.). Strategi Penerapan Model Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat untuk Menurunkan Jumlah Rumah Tangga Rentan Miskin 

di Pedesaan Application Strategy of Community Empowerment 

Institution Models to Reduce the Number of Vulnerable Household in 

Rural Areas. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i1.325 

Wahyudi, D., Hakim, N., & Elwandari, N. (2020). PARTICIPATORY 

LEARNING AND ACTION: PERAN LEMBAGA 

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) 

DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KREATIF DI ERA NEW 

NORMAL. Dedikasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 196–223. 

www.e-journal.metrouniv.ac.id 

Yulian, J., Adi, S. A., & Rachmi, I. S. (2022). PENDEKATAN 

PARTISIPATIF DALAM PROGRAM BAHARI SEMBILANG 



106 | Metode Dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat 

MANDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN INISIATIF LOKAL. 

Jurnal Locus, 1(7). https://doi.org/10.36418/locus.v1i7.168 

Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifatu, W. O., Arief, A. S., Sifatu, 

W. O., Ginting, S., Astuti, R., Sutarman, Saptaria, L., Setyawan, W. H., 

& Nurhidayah, R. E. (2021). METODE PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT. Polije Press. 

Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM 

Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Bassed Community 

Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. 

Jurnal Abdimas (Journal of Community Service):Sasambo, 4(3), 330–

338. https://journal-

center.litpam.com/index.php/Sasambo_Abdimas/article/view/735/501 

  

 

  



Tini Adiatma, M.Sc. | 107 

PROFIL PENULIS 

 

Tini Adiatma, M.Sc. Lulus S2 di Program Studi 

Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, dari 

Universitas Gadjah Mada. Saat ini berkarir sebagai 

dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis di Universitas Musamus, Merauke, Papua 

Selatan, sejak tahun 2022. Saat ini aktif melakukan 

tridharma perguruan tinggi berupa pengajaran, 

penelitian maupun pengabdian.  

Email : tiniadiatma@unmus.ac.id 

 

  



 

  

POTENSI DAERAH 

DITINJAU DARI 

KONDISI DEMOGRAFIS

BAB 7

Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. 

Universitas Kristen Tentena 



Dr. Feliks Arfid Guampe, SE., M.Si. | 109 

A. PENDAHULUAN 

Salah satu indikator utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya 

manusia (SDM). Sumber daya manusia yang handal adalah satu-satunya cara 

sebuah negara dapat dianggap maju. Sumber daya manusia yang handal 

adalah satu-satunya cara sebuah negara dapat mengolah dan memaksimalkan 

potensi sumber daya alamnya untuk meningkatkan laju pembangunan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun sebuah negara 

memiliki banyak sumber daya alam, namun kekurangan sumber daya manusia 

yang memadai akan membuat negara itu tidak maju. 

Kualitas tenaga kerja memengaruhi tingkat produktivitas sehingga 

sumber daya manusia juga memainkan peran penting dalam menentukan 

tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan demikian karena 

tenaga kerja adalah sumber daya yang melakukan proses produksi dan 

distribusi barang dan jasa.  

Sumber daya manusia dalam perekonomian selalu menarik untuk dibahas. 

Di antara masalah tersebut adalah seberapa penting sumber daya manusia 

untuk ekonomi atau kesejahteraan perusahaan, bagaimana keterampilan 

pekerja berhubungan dengan kinerja mereka, sifat pekerjaan yang berubah, 

teknik pengembangan sumber daya manusia, dan nilai investasi sumber daya 

manusia.  

Pada bab ini akan ditunjukkan pemetaan potensi daerah berdasarkan 

kondisi demografis. Dalam menganalisis tren populasi dan membuat 

keputusan kebijakan yang tepat, studi tentang demografi sangat diperlukan. 

Dengan memahami pola demografi seperti angka kelahiran, angka kematian, 

migrasi, dan struktur usia penduduk, pembuat kebijakan dapat secara efektif 

mengalokasikan sumber daya, merencanakan masa depan, dan mengatasi 

potensi tantangan yang mungkin timbul seiring dengan pertumbuhan populasi. 

Variabel demografis, seperti distribusi usia, angka kelahiran, angka kematian, 

dan kelangkaan sumber daya, harus dipertimbangkan dengan hati-hati saat 

membuat prediksi tentang pertumbuhan populasi. 

Pada tahun 2045, 64% dari penduduk Indonesia akan menjadi angkatan 

kerja produktif, dengan sekitar 2 juta usia produktif masuk ke pasar tenaga 

kerja setiap tahun. Ini adalah angka bonus demografi yang diproyeksikan oleh 

pemerintah indonesia dan juga para ahli. Generasi Z dan Millennial, yang 

berusia 8 hingga 39 tahun, akan menjadi mayoritas penduduk Indonesia. 
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Pengembangan kualitas SDM menjadi sangat penting untuk memaksimalkan 

potensi bonus demografi tersebut. 

 

 

B. JUMLAH PENDUDUK INDONESIA 

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi saling berhubungan dan memainkan 

peran penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Populasi yang lebih 

besar dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan 

menyediakan angkatan kerja yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan produksi dan merangsang kegiatan ekonomi. Populasi yang 

besar dapat menyediakan tenaga kerja yang beragam. Populasi yang besar 

dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan angkatan 

kerja dan pasar konsumen yang lebih besar (Wunarlan et al., 2023). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia melalui 

data Statistik Indonesia Dalam Angka Tahun 2023 terlihat bahwa tiga wilayah 

dengan jumlah penduduk terbesar berada di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur 

dan Jawa Tengah (Gambar 7.1). 

 

 

C. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK INDONESIA 

Jumlah penduduk juga tentunya didukung oleh laju pertumbuhan 

penduduk pada masing-masing daerah. Laju pertumbuhan penduduk dapat 

dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahun selama periode 

waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk ini pada dasarnya dan sebagian 

besar berasal dari peningkatan angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk tidak 

selalu menjadi pertanda baik jika tidak dibarengi dengan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan penduduk dalam 

jangka panjang merupakan salah satu potensi yang besar dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi secara umum. Namun 

demikian kondisi ini akan menjadi ancaman apabila tidak terkelola dengan 

baik seperti peningkatan lapangan pekerjaan. Di Indonesia sendiri pada tahun 

2010-2020 laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Provinsi Papua 

barat dan Papua dimana laju pertumbuhannya berada pada kisaran 3%- 4%. 

Sedangkan pada tahun 2020-2022 laju pertumbuhan penduduk tertinggi 

berada pada Provinsi Kepulauan Riau yakni 3,15% (Gambar 7.2) 
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A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KOMUNITAS  

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat 

golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka 

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, 

dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan 

potensi tersebut agar menjadi nyata.  

Secara konseptual, pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata 

power (kekuasaan atau keberdayaan). Sedangkan secara teoritis 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan individu atau kelompok lemah dalam masyarakat yang 

mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan 

atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, 

ekonomi, maupun social. 

Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau 

proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang 

memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.  Lebih lanjut, 

pemberdayaan juga diartikan sebagai serangkaian proses menyeluruh antara 

motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan 

melalui peningkatan pengetehuan, keterampilan, pemberian berbagai 

kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumberdaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Istilah pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar 

mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol 

lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginan mereka, termasuk 

aksesibilitasnya terhadap sumberdaya terkait dengan pekerjaannya, maupun 

aktivitas sosialnya.  

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar membantu masyarakat 

dalam mengatasi kesulitan atau masalahmasalah yang mereka hadapi. 

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan terutama sebagai usaha untuk 
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membangun kemandirian masyarakat. Kemandirian dalam konteks ini 

mempunyai makna bahwa masyarakat mampu menformulasikan sendiri 

kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring atas penyelenggaraan 

aktifitas kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengatasi 

permasalahan mereka sendiri. 

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk 

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin, 

marjinal, terpinggirkan) untuk mampu dan berani bersuara, menyuarakan 

pendapat, ide, atau gagasangagasannya, serta keberanian untuk memilih 

sesuatu, seperti konsep, metode, produk, tindakan, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan 

kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat itu sendiri, yang mengandung 

arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat 

baik dalam arti perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial, 

kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan 

terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, dimana sebagai sebuah 

proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk meemperkuat 

kekuasaan atau kebudayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dan pemberdayan 

sebagai suatu tujuan, menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 

oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, seperti 

memiliki kepercayaan diri, mampu meyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.  

Proses Pemberdayaan Memberdayakan masyarakat memerlukan 

rangkaian proses yang panjang (tidak seketika), agar mereka menjadi lebih 

berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong 

sosial ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses 

bagaimana berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu 

pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam 

hal berikut :  
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1. Kampung wisata 

Memunculkan ide bagi masyarakat di kota atau wilayah tertentu untuk 

membuat wilayah tersebut menjadi destinasi wisata, misalnya Kampung 

Warna Warni di Kota Malang. 

2. Pelatihan UMKM 

Dengan perkembangan teknologi, UMKM pun bertambah dengan sangat 

pesat. Dengan adanya UMKM di desa-desa, perekonomian masyarakat 

akan terbantu.  

3. Pelatihan BUMDes 

BUMDes merupakan suatu usaha desa berbadan hukum yang dikelola 

oleh Pemerintah Desa. Modal dari usaha ini datang dari berbagai sumber 

seperti pemerintah, tabungan masyarakat, atau pinjaman. 

4. Sanggar tari 

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat setempat untuk 

menarikan tari daerah yang sesuai dengan budaya setempat.  

5. Pelatihan IT 

Aparat desa yang bekerja di kantor desa ataupun kantor lingkungan 

haruslah memiliki kemampuan di bidang teknologi minimal bisa 

mengoperasikan komputer dan melakukan berbagai perintah dasar untuk 

Microsoft Office. 

6. Peningkatan hasil panen 

Langkah sosialisasi awal yang ditempuh pemerintah adalah memberikan 

motivasi kepada para petani untuk membuat saluran irigasi yang hemat 

supaya tanaman dapat tetap tumbuh sekalipun pada musim kemarau 

berkepanjangan.  

7. Kelompok tani 

Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah mengusahakan dan mengajak 

anak-anak muda untuk kembali bertani dengan memanfaatkan teknologi 

dan pengetahuan yang sudah maju. Kelompok tani adalah kumpulan 

beberapa petani di sebuah daerah yang bekerja sama dalam bidang 

pertanian demi menunjang efisiensi usaha. 

8. Penyuluhan pertanian 

Masih berhubungan dengan pemberdayaan sebelumnya, penyuluhan 

pertanian juga berhubungan dengan Indonesia sebagai negara agraris yang 

memiliki potensi luar biasa dalam bidang pertanian. Penyuluhan pertanian 
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ini dilakukan atas dasar seringnya terjadi kasus dimana harga hasil panen 

yang terkadang tidak sesuai. 

9. Posyandu 

Posyandu adalah contoh pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

yang sudah sangat populer dan dapat dijumpai hampir di setiap desa. 

10. Polindes 

Polindes merupakan suatu usaha masyarakat untuk menyediakan tempat 

bersalin. 

11. POD atau Pos Obat Desa 

POD menyediakan obat bebas dan obat khusus untuk mengobati berbagai 

penyakit dengan harapan dapat membantu menunjang kesehatan 

masyarakat setempat. 

12. Kampung Inggris 

Hal ini sangat menguntungkan warga kampung Inggris. Selain 

mendapatkan edukasi yang baik di bidang bahasa Inggris, mereka juga 

dapat menghasilkan uang dari kemampuan tersebut. 

13. Pelatihan saham dan finansial 

Awareness saham, investasi, dan finansial agaknya menjadi bekal yang 

sangat penting bagi anak muda. Maka, pelatihan yang satu ini pun kerap 

dilakukan pada beberapa tahun belakangan. 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan mahkluk yang memerlukan pendidikan atau “homo 

educandum”. Manusia disebut sebagai homo educandum kerana manusia 

memerlukan pendidikan dan harus dididik. Manusia dikategorikan sebagai 

“animal educabil” yang sebangsa binatang yang dapat dididik, sedangkan 

binatang selain manusia hanya dapat dilakukan melalui latihan sehingga dapat 

mengerjakan sesuatu yang sifatnya statis (tidak berubah) (Laundon et al., 

2020). 

Mengapa manusia perlu dididik? Pertanyaan ini memiliki dua dimensi 

penting yang dapat dijelaskan. Pertama, dari perspektif sosial, dan kedua, dari 

sudut pandang individual. Dalam perspektif sosial, pendidikan berfungsi 

sebagai pembawa dan pelindung warisan budaya dari generasi sebelumnya ke 

generasi yang lebih muda, memastikan kelangsungan hidup masyarakat. 

Dengan kata lain, nilai-nilai budaya yang ingin diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya, menjaga agar identitas masyarakat tetap terjaga. Dari 

segi individu, pendidikan berperan dalam menggali dan mengembangkan 

potensi-potensi tersembunyi yang dimiliki oleh setiap individu. Misalnya, 

kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, penguatan dimensi spiritual, 

serta potensi lainnya. Potensi-potensi tersebut harus diupayakan untuk 

dikembangkan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Dengan pengetahuan yang tepat, manusia berusaha melindungi dan 

memajukan kehidupannya. Pengetahuan diimplementasikan dalam perilaku 

sehari-hari, mengalir ke dalam moral, dan pada akhirnya membentuk etika 

hidup. Etika ini mencerminkan kecenderungan untuk bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan dan perkembangan kehidupan secara keseluruhan. Di 

dalam konsep perilaku ini, terkandung nilai-nilai keadilan yang merentang ke 

arah diri sendiri, sesama manusia, dan bahkan alam tempat kehidupan 

berlangsung. Sebab, tanpa pemahaman akan jati diri individu, seseorang tidak 

dapat menjalankan peran dan fungsi manusiawinya. Tanpa keberadaan 

manusia lain, individu tak akan mampu mempertahankan eksistensinya. Lebih 

jauh lagi, tanpa memanfaatkan potensi alam, manusia takkan bisa mencapai 

apa pun. (Laundon et al., 2020). 

Sejak awal kelahirannya, manusia secara langsung terlibat dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran. Ia diurus, diawasi, dilatih, dan diajarkan oleh 

orang tua, keluarga, dan masyarakatnya agar dapat mencapai kedewasaan dan 
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kematangan. Dalam perjalanan ini, ia mengembangkan potensi kemandirian 

untuk mengelola hidupnya. Proses pendidikan dan pembelajaran dimulai 

dengan cara-cara alami yang didasarkan pada pengalaman hidup, dan 

berlanjut ke metode formal dan sistematik seperti pendidikan di sekolah, 

dengan pendekatan konseptual dan rasional. 

Setelah mencapai tingkat kedewasaan, individu tetap melanjutkan 

pendidikan untuk mematangkan diri. Pematangan ini melibatkan kemampuan 

untuk membantu diri sendiri, orang lain, serta menjaga keberlanjutan alam 

dalam ekosistemnya. Dengan kata lain, pematangan diri adalah bentuk 

pendidikan berkelanjutan, di mana manusia berusaha menjadi lebih bijaksana 

dalam sikap dan perilaku adil terhadap semua aspek kehidupan. 

Pendidikan menjadi persoalan yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia. Sebagai bagian dari kodratnya, pendidikan melekat dalam diri 

manusia. Setiap aktivitas kehidupan manusia memiliki dimensi pendidikan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan tersebut 

diimplementasikan dalam kegiatan makan, minum, bekerja, beristirahat, 

berinteraksi sosial, beragama, dan lainnya. Antara manusia dan pendidikan 

memiliki hubungan kausal, di mana pendidikan adalah hal yang esensial bagi 

manusia dan sebaliknya, manusia juga penting dalam konteks pendidikan. 

Manusia didefinisikan sebagai "homo educandum," yang menunjukkan bahwa 

pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia dan setiap 

individu memerlukan pendidikan. 

Pemahaman "homo educandum" mencakup tiga subpredikat lainnya: 

"homo educandee" (makhluk yang terdidik), "homo educabile" (makhluk 

yang dapat dididik), dan "homo educandum" (makhluk yang memerlukan 

pendidikan). Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam 

mengembangkan potensi individu dan membentuk karakter serta peradaban 

bangsa, dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

bertujuan mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, 

kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengarahkan perkembangan 

manusia menuju kedewasaan. Konsep ini muncul karena manusia memiliki 

tiga prinsip antropologis dasar: historisitas (keterkaitan masa lalu dan masa 

depan dalam eksistensi manusia), idealitas (usaha untuk menjadi manusia 
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A. DEFINISI KESEHATAN MASYARAKAT 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

Indonesia sebagaimana tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Untuk itu, upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara 

terus menerus agar masyarakat yang sehat sebagai investasi dalam 

pembangunan dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Nurbeti, M. 

2009). 

Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat 

sudah sesuai dengan Undang – undang RI, Nomor 36 tahun 2009 tentang 

kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang 

setinggi- tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya 

masyarakat. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi – tingginya. 

Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran serta 

aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan (Nurbeti, M. 2009). 

Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan 

masayrakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. 

Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari 

promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi global 

promosi kesehatanpemberdayaan (empowerment) sehingga pemberdayaan 

masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary 

target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan (Supardan, 2013). 

Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses 

untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat 

dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 

adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran kemauan dan 

kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memampukan 

masyarakat, “dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri (Nurbeti, M. 

2009). 

Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan merupakan sasaran utama 

dari promosi kesehatan. Masyarakat atau komunitas merupakan salah satu dari 
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strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (empowerment) sehingga 

pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat 

sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara 

dan meningkatkan kesehatan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

ingin mengetahui tentang manajemen pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). 

Sulistiyani (2009) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau 

kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai 

sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau 

proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki 

daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa 

pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan 

upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan 

kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, 

menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi 

dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan 

sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri (Nurbeti, M. 2009). 

Gerakan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya dalam 

peningkatan kemampuan masyarakat guna mengangkat harkat hidup, 

martabat dan derajat kesehatannya. Peningkatan keberdayaan berarti 

peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat 

mengembangkan diri dan memperkuat sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai kemajuan (Nurbeti, M. 2009). 

Gerakan pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan norma yang membuat masyarakat 

mampu untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Strategi ini tepatnya 

ditujukan pada sasaran primer agar berperan serta secara aktif (Supardan, 

2013). 

Bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu 

ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya bidang pendidikan, kesehatan dan 

sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat dapat 

diartikan dalam dua konsep yaitu masyarakat sebagai sebuah tempat bersama, 

yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun 
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A. PENDAHULUAN 

Ditengah ketatnya suasana persaingan global dan domestik dalam 

menyongsong abad Indonesia Emas tahun 2025, baik pada tataran negara dan 

perusahaan maupun pada tataran individu, maka pengembangan aspek 

kewirausahaan dalam meningkatkan kapasitas daya saing menjadi salah satu 

faktor kunci dalam memenangkan persaingan. Persepsi kewirausahaan dari 

berbagai ahli cukup banyak, antara lain Thomas W. Zimmerer yang 

mengatakan bahwa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan 

keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan 

peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Sedangkan Andrew J. 

Durbin mengatakan bahwa kewirausahaan adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif.     

Kewirausahaan merupakan proses penting dalam pembangunan ekonomi 

di negara berkembang untuk mengurangi pengangguran dan 

mempertahankan daya saing negara dalam menghadapi efek globalisasi. 

Tantangan yang berdampak pada negara berkembang membutuhkan 

pendidikan kewirausahaan untuk menjadi bidang pendidikan yang paling 

cepat berkembang (Sirelkhatim & Gangi, 2015). Pendidikan kewirausahaan 

di Malaysia dapat meningkatkan kompetensi dan potensi kewirausahaan 

siswa. Di Eropa pendidikan kewirausahaan yang berkualitas tinggi 

meningkatkan daya tarik karir anak muda dan melengkapi pengetahuan 

kewirausahaan yang meningkatkan niat berwirausaha dan mempengaruhi 

pola pikir mahasiswa untuk memulai usaha di sektor bisnis. Pendidikan 

tinggi di Indonesia hanya mampu menghasilkan pencari kerja tetapi sangat 

jarang yang mampu menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan 

orang lain. Pencari kerja yang dihasilkan tetapi tidak siap pakai baik secara 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan bentuk. Sehingga para lulusan lebih 

memilih untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri. Fenomena ini berdampak pada rendahnya intensi berwirausaha di 

Indonesia (Indarti & Rostiani, 2008). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 

pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa Pendidikan Tinggi bertanggung jawab 

untuk mempersiapkan peserta didik menjadi intelektual dan/atau ilmuwan 

yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, 

serta mampu mengembangkan diri menjadi tenaga kerja yang profesional.  
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Pendidikan merupakan alat untuk menemukan Pengembangan kurikulum 

pada bagian ini merupakan salah satu dukungan berbasis pendidikan untuk 

meningkatkan keterampilan lulusan. Penelitian tentang kewirausahaan 

mendukung perencanaan dan kebijakan yang tepat dalam pengembangan 

ekonomi. Pendidikan kewirausahaan merupakan hal yang penting untuk 

membantu meningkatkan niat kewirausahaan (Nowinski, Haddoud, 

Lancaric, Egerova & Czegledi, 2017).  Tidak hanya itu, pendidikan ini dapat 

memberikan pengetahuan, sikap, dan aspirasi generasi muda milenial 

terhadap kewirausahaan. Penelitian kewirausahaan sebagai produksi ilmiah 

yang menjelaskan pengetahuan kewirausahaan tentang masalah ekonomi dan 

sosial di masyarakat (Naderibeni et al., 2020).   

Di Indonesia untuk membuat semangat berwirausaha dilakukan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 dengan menyatakan 

"Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan". 

Berdasarkan pernyataan tersebut, pada tahun 2008 Kementerian Koperasi 

dan UKM meluncurkan program gerakan kewirausahaan untuk siswa sekolah 

menengah dan perguruan tinggi (Murtini, 2008). Setelah itu, sejak tahun 2009 

seluruh perguruan tinggi di Indonesia harus memasukkan mata kuliah 

kewirausahaan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah wajib. Namun 

demikian, pendidikan kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa 

masih menjadi perdebatan mengenai ketepatan dan keefektifan metode 

pengajaran kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan membutuhkan 

aspek teoritis dan pengetahuan praktis untuk meningkatkan pengalaman dan 

keterampilan praktis bagaimana memulai bisnis. 

 

 

B. ANALISIS ISU  

Di era saat ini, jiwa kewirausahaan harus ditanamkan sejak dini. Tidak 

hanya pada kalangan pengusaha saja. Sebenarnya, kita sejak lahir sudah 

dikenalkan dan diajarkan mengenai karakter jiwa kewirausahaan mulai dari 

diajarkan mandiri, tanggung jawab, jujur, berani, kreatif dan juga integritas. 

tetapi semakin bertambahnya usia, pemahaman kita tentang hal tersebut 

banyak yang semakin tergerus. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya 

pengangguran intelektual yang telah menjadi sarjana tapi masih belum 

memiliki pekerjaan. Selain itu, banyak lulusan kampus kenamaan yang setelah 
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A. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia merupakan Negara agraris di mana mata pencaharian 

penduduknya banyak di bidang pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS), terdapat 40,64 juta pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan 

perikanan pada Februari 2022. Jumlah itu porsinya mencapai 29,96% dari 

total penduduk bekerja yang sebanyak 135,61 juta jiwa, sekaligus menjadi 

yang terbesar dibanding lapangan pekerjaan utama lainnya (Kusnandar, 

2022). 

Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam beraneka 

ragam dan berlimpah. Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia. Di Negara agraris 

pertanian memiliki peranan yang sangat  penting baik dalam bidang  

pemenuhan kebutuhan pokok maupun dalam bidang perekonomian. 

Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak 

menyerap tenaga kerja domestik. Pertanian masih menjadi sumber mata 

pencaharian bagi mayoritas angkatan kerja di Indonesia. 

Setiap kehidupan manusia mengandung aktivitas konstruktif pertanian. 

Selama makanan diperoleh melalui produksi pertanian, akan selalu ada 

hubungan yang erat antara pertanian dan kemanusiaan. Pembangunan 

ekonomi dan sumber daya manusia berjalan beriringan dengan pembangunan 

pertanian. Untuk mewujudkan pertumbuhan, pembangunan, dan pemerataan 

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat, serta menjaga 

kelestarian lingkungan, maka pembangunan pertanian secara lebih luas 

dipahami sebagai proses perubahan sosial menuju kemajuan. 

Menurut (Plangiten et al., 2019) Pertanian adalah praktik mengolah tanah 

dengan tanaman yang pada akhirnya akan menghasilkan produk yang dapat 

dipanen, dan praktik pertanian melibatkan campur tangan manusia dengan 

tanaman asli dan siklus hidupnya. Dalam pertanian kontemporer, intervensi 

ini berbentuk bahan kimia pertanian, seperti pupuk kimia, insektisida, dan 

bahan tambahan tanah lainnya, yang lebih jauh lagi. Pertanian alternatif, yang 

berusaha untuk menyembuhkan kondisi tanah yang tidak sehat, sedang 

dikembangkan oleh banyak profesional pertanian dan organisasi non-

pemerintah di seluruh dunia. Membangun kesuburan tanah merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan kesehatan tanah. Hal ini dilakukan dengan 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/25/riset-ini-tipe-pekerja-yang-paling-banyak-ditemukan-di-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/08/10-provisi-yang-miliki-pdrb-pertanian-terbesar-nasional-pada-2021
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meningkatkan kandungan bahan organik menggunakan kebijaksanaan 

konvensional atau dengan menggunakan input dari usaha tani (on-farm input). 

Di Indonesia, sebagian besar mata pencaharian tenaga kerja terserap di 

sektor pertanian. Tujuan pembangunan pertanian antara lain meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas kesempatan berusaha dan 

lapangan kerja, meningkatkan gizi rumah tangga dan ketahanan pangan, serta 

mengurangi kemiskinan di pedesaan. Mayoritas kehidupan masyarakat di 

pedesaan bergantung pada hasil panen (Zatnika, 2022). 

Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian yang mayoritas 

tenaga kerja petani di Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberdayakan wilayah perdesaan. 

Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai prakarsa dan proyek swadaya, 

perbaikan lingkungan dan perumahan, penciptaan bisnis desa dan lembaga 

keuangan, serta prakarsa yang dapat membantu masyarakat menghasilkan 

lebih banyak. Produksi (Dani, 2017). 

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sejalan dengan hakikat masalah prioritas yang dibutuhkan masyarakat 

desa, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan 

sumber daya untuk mengembangkan masyarakat desa. kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat (Zatnika, 2022). 

Dengan menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 

yang sejalan dengan hakikat masalah prioritas yang dibutuhkan masyarakat 

desa, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan penggunaan 

sumber daya untuk mengembangkan masyarakat desa. kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undangundang tersebut Pasal 18 

yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam pembangunan 

melalui kewenagan yang dimilikinya  dan dan Peraturan Menteri Nomor 

67/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, memiliki 

keterikatan dan keterkaitan dimana sama-sama bertujuan untuk 
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A. PENDAHULUAN 

Pariwisata merupakan industri yang berpotensi meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan menciptakan lapangan kerja, 

menghasilkan pendapatan, dan mempromosikan budaya lokal. Namun, 

manfaat pariwisata tidak selalu terdistribusi secara merata di antara 

masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam 

pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan 

keuntungan dari industri tersebut. 

Pemberdayaan masyarakat dalam kepariwisataan dapat membawa 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat ekonomi: Pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada 

penciptaan lapangan kerja, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan 

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Selain itu, juga dapat 

mengarah pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang 

dapat berkontribusi pada ekonomi lokal. 

2. Manfaat sosial: Pemberdayaan masyarakat dapat membantu melestarikan 

budaya dan tradisi lokal. Ini juga dapat mengarah pada pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat, yang dapat memberi wisatawan 

pengalaman otentik dan membantu mempromosikan pertukaran budaya. 

3. Manfaat lingkungan: Pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada 

pengembangan praktik pariwisata berkelanjutan, yang dapat membantu 

melindungi lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. 

Pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata sangat penting untuk 

memastikan bahwa manfaat industri didistribusikan secara merata. Dengan 

memberikan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan pariwisata berbasis 

masyarakat, membentuk kemitraan, dan mempromosikan budaya lokal, 

masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat dari industri ini dan 

berkontribusi pada pembangunan berkelanjutannya. 

Beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata yang 

dapat dilakukan antara lain: 

1. Capacity building: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada 

masyarakat setempat untuk membantu mereka mengembangkan 

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi 

dalam industri pariwisata. Ini dapat mencakup pelatihan dalam bidang 

perhotelan, bahasa, dan pemasaran. 
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2. Community-based tourism: Melibatkan masyarakat setempat dalam 

industri pariwisata. Ini dapat mencakup penyediaan akomodasi, makanan, 

dan layanan pemandu wisata kepada wisatawan. 

3. Partnership: Kerjasama antara masyarakat setempat, pemerintah, dan 

sektor swasta dapat membantu memastikan bahwa manfaat pariwisata 

didistribusikan secara adil. Ini dapat mencakup perjanjian pembagian 

pendapatan dan pengembangan infrastruktur pariwisata. 

4. Marketing: Pemasaran dapat membantu mempromosikan budaya dan 

tradisi lokal, yang dapat menarik wisatawan yang tertarik untuk 

mengalami pengalaman budaya yang otentik. 

Dengan memberdayakan masyarakat setempat melalui berbagai bentuk 

pemberdayaan di bidang pariwisata, diharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat dan memastikan pembangunan pariwisata 

yang berkelanjutan. 

 

 

B. PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT 

Ketika Bank Dunia mulai memikirkan cara menangulangi masalah 

kemiskinan melalui sektor pariwisata pada Juli 2000, lahirlah wacana 

pariwisata berbasis masyarakat atau yang lebih dikenal dalam Bahasa Inggris 

dengan istilah Community Based Tourism (CBT). Keberhasilan 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan 

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif 

bagi upaya pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat, sehingga dapat 

menimbuhkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat yang tumbuh akibat 

peningkatan kegiatan pariwisata (Prasiasa, 2013)  

Dalam pengembangan pariwisata di masyarakat yang heterogen, maka 

diperlukan pemberdayaan masyarakat agar pengembangan pariwisata sesuai 

dengan nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Istilah yang umum untuk 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Rakhman, 2014). 

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai 

pendekatan pembangunan yang menekankan pada ekonomi rakyat dan 

pemberdayaan rakyat (Prasiasa, 2013: 95). 
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A. PENDAHULUAN 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses menemukan, 

meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan manusia. Pemberdayaan 

adalah proses dimana individu dan kelompok menerapkan kemampuan dan 

kapasitas untuk memahami dan menafsirkan masalah dan kebutuhan yang 

kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan melalui partisipasi aktif (Ani et 

al., 2017). Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sebagai 

strategi alternatif pemecahan masalah telah banyak digunakan meskipun pada 

kenyataannya belum diimplementasikan secara maksimal. Pemberdayaan 

masyarakat banyak diperbincangkan masyarakat karena berkaitan dengan 

kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepannya, apalagi jika dikaitkan 

dengan keterampilan masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Pemberdayaan merupakan bagian dari 

pembangunan. Paradigma pemberdayaan masyarakat yang memusatkan 

perhatiannya pada semua aspek pokok manusia dalam kehidupannya 

lingkungan, dari aspek intelektual (sumber daya manusia), material dan fisik, 

hingga aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut dapat dikembangkan menjadi 

sosial budaya, ekonomi, aspek politik, keamanan dan lingkungan (Cristina, 

2020) 

Pemberdayaan masyarakat sudah dikenal sejak tahun 1990-an. 

Pemberdayaan masyarakat ini sering digunakan menjadi sebuah terminology 

dalam pembangunan nasional yang berakar dari akar budaya masyarakat (Ir. 

Hendra Hamid, 2018).  Pemberdayaan masyarakat sebaiknya memperhatikan 

prinsip-prinsip penting sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan dilakukan dengan prinsip demokratis, partisipatif, tidak 

diskriminatif,  

2. adil dan tidak memaksa. 

3. Pemberdayaan dilakukan sesuai kebutuhan sasaran. 

4. Pemberdayaan harus berorientasi kepada masyarakat, mereka adalah 

subyek pemberdayaan. 

5. Pemberdayaan menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai-nilai 

masyarakat setempat. 

6. Pemberdayaan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dari 

hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks. 

7. Pemberdayaan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. 
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8. Pemberdayaan menggerakkan partisipasi masyarakat yang bersifat fisik 

maupun mon fisik. 

9. Pemberdayaan memiliki fasilitator yang kompeten terhadap bidang 

terkait. 

Namun pemberdayaan masih seringkali hanya dipersepsikan sebagai 

program untuk menyalurkan finansial atau bantuan ke masyarakat, sehingga 

terkadang mengkaburkan definisi serta tujuan penting dari program 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Menyusun menjalankan 

serta mengembangkan program pemberdayaan harus memperhatikan faktor-

faktor penentu keberhasilan agar segala sesuatu yang sudah direncanakan 

dapat tercapai. 

 

 

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN  

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Dari berbagai penelusuran pustaka dapat dijelaskan beberapa faktor 

seperti dibawah ini: 

1. Ketepatan dalam proses perencanaan program 

Program pemberdayaan akan berhasil jika sejak awal telah direncanakan 

secara tepat. Perencanaan yang baik akan memperhatikan hal-hal penting 

sebagai berikut (Ir. Hendra Hamid, 2018): 

a. Identifikasi sistem sosial yang bersangkutan 

Identifikasi sosial dapat bermanfaat untuk mengetahui nilai-nilai 

sosial budaya masyarakat, struktur kekuasaan dan kebiasaan atau 

perilaku masyarakat. 

b. Identifikasi tokoh kunci dalam struktur kekuasaan dari masyarakat 

penerima manfaat. 

Tokoh kunci baik formal maupun informal perlu diidentifikasi karena 

tokoh tersebut dapat membantu dalam pengembangan opini public 

yang akan menetukan tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat. 

Tokoh tersebut meliputi pimpinan formal masyarakat misalnya 

Camat, lurah, ketua RW ketua RT dst serta tokoh informal seperti 

pemuka agama, tokoh pilitik, pedagang, petani kaya dll. 
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